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Karawang,IP- P E M B A H A S A N Ran-
cangan Peraturan Daerah (Raperda) 
tentang Pcnyelenggara Penanggulangan 
Bencana yangd igc l a ro l eh D P R D Kara-
wang. 19/3) lain tinggal penyerahan kc 
bagian Hukuni Pemerintah Provinsi 
Jabar. 

Dengan demikian, Pemerintah Da-
erah Kabnpaten Karawang akan segera 
memiliki Perda yang dapat digunakan 
sebagai dasar dalam penanganan ben-
cana, ujar Elievia Khrissiana, STse laku 
Kctua Panitia Kluisus (Pansus) Raperda 
Penyelcnggara Penanggulangan Benca-
na. D P R D Kabupatcn Karawang. 

Dikatakan Elievia mengingat masih 
ada yang perlu dikonsulasikan terkait 
pasal-pcrpasalnya. karcna secara aturan 
normatif di daerah. k i t a j u g a harus men 
sinkronkan dengan peraturan yang lebih 
t inggi," ujarnya kepada wartawan. 

Secara garis hesar. Elievia menam-
bahkan . dengan adanya Perda ini 
Pemerintah Daerah dapat mengakomo-
dir penanggulangan bencana secara ke-
seluruhan, baik itu tanggap darurat mau-
pun pada tahap pasca bencana. mcliputi 
rehabilitasi dan rekonstruksi. 

"Perda ini juga memuat jenis ben-
cana yang terdiri dari bencana alam, 
bencana non alam dan bencana sosial. 

Bahkan untuk lebih mempcrkuat , 
setelah Perda selcsai. implcmentasi pe-
nanggulangan bencana lebih rinci akan 
di tuangkan dalam Peraturan Bubati 
(Perbub)," je lasnya. 

Secara keseluruhan Raperda me-
miliki XIV Bab dan 79pasa l . 

Pada pasal 76 discbutkan kctentuan 
pidana. setiap orang yang melakukan 
mcngumpulkan uang dan barang dalam 
hal tcr jadinya bencana tanpa izin dari 
Pejabat yang berwenang. d iancam pi-
dana kurungan paling lama 3 bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp. 50Ju ta . 

Demikian juga sebagaimana yang 
tennastuk pada Undang-undang nomor 
24Tahun 2007. 

"Ini lah fungsinya regulasi. untuk 
mcngakomodir secara transparan. tcr-
inasuk Corporate Social Responsibility 
(CSR) juga harus melaporkan kepada 
Pemerintah Daerah ketika ingin mem-
berikan bantuan." tandasnya. 

Sementara Kepala Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah ( B P B D ) 
Kabupatcn Karawang, H. Asep Wahyu 
mcnjclaskan. pihaknya hanya mengacu 
pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi , 
tctapi ketika nanti Perda ini sudah 
disahkan tcntunya akan menjadi dasar 
hukum pihaknya dalam melaksanakan 
penangananbencana . 

Kemudian berkaitan dengan Perda 
tersebut, tentu akan dikuatkan kembali 
dengan Perbub. 

"Secara keseluruhan. Perda tersebut 
sangat bermanfaat bagi semua pihak dan 
sudah dapat m c n g a k o m o d i r kai tan 
dengan segala bentuk penanganan ben-
cana. 

Sebab pembahasan Perda ini dibuat 
tidak hanya dari B P B D saja tetapi juga 
masukan dari beberapa O P D terkait." 
paparnya. 
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